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Indonesia adalah salah satu negara itu telah meratifikasi Perburuhan Internasional 
Konvensi Organisasi (ILO), yang sejak 12 Juli 1950 telah menjadi anggota Organisasi 
Perburuhan Internasional. 6 Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan berada di posisi 
kelima di seluruh dunia sebagai negara yang telah meratifikasi 18 nya konvensi.7 Satu poin 
penting dalam file konvensi adalah kesetaraan gender antara pekerja perempuan dan lakilaki.8 
Salah satu isu strategis yang sangat luas yang dibahas oleh negara berkembang terkait untuk 
masalah kesetaraan gender. Upah disparitas menurut gender masih terjadi di Indonesia dan 
hampir semua negara di dunia. Itu budaya patriarki masih terlihat di tingkat latihan. 9Wanita 
lebih rendah berprestasi dibanding laki-laki di berbagai bidang. Seperti itu kondisi bukanlah 
hal yang baik dalam prosesnya pembangunan berkelanjutan. Karena itu harus antara pria dan 
wanita di posisi yang sama. 10 
Masalah yang terkait dengan kesetaraan gender adalah sebenarnya bukan masalah baru. 
Level yang meningkat pendidikan dan kesadaran perempuan pemberdayaan perempuan 
membuat tawar-menawar posisi antara pria dan wanita posisi yang sama. Namun, itu tidak 
benar artinya tidak ada masalah sama sekali dalam gender kesetaraan, terutama dalam 
kaitannya dengan ruang lingkup kerja. Seringkali tidak disadari, setara posisi antara pekerja 
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perempuan dan laki-laki dapat membuat daya saing tenaga kerja meningkat. Penelitian 
dilakukan oleh Klasen dan Lammana 11 menunjukkan bahwa pengurangan disparitas gender di 
bidang pendidikan tidak bisa membawa signifikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi 
perempuan akses ke pekerjaan produktif dibatasi. Dalam penelitian tersebut juga disampaikan, 
sudah ada ketimpangan bisa mencapai empat kali lipat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata 
lain, gender ketimpangan membuat pertumbuhan ekonomi tidak optimal. 12 
Hak dan kewajiban perempuan Tenaga kerja di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Lain peraturan juga berkontribusi untuk mengatur hak pekerja 
perempuan mulai dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Republik Indonesia, UndangUndang Nomor 
7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, ILO 
Konvensi No. 111 tentang Anti Diskriminasi dalam Jabatan dan Jabatan yang telah diratifikasi 
oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 21 tahun 1999, dan Konvensi ILO No. 100 tentang 
Kesetaraan Upah yang selama ini diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 80 tahun 1957. 13 
Berdasarkan hasil populasi sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018, jumlah 
penduduk perempuan di Indonesia 131,9 juta, sedangkan jumlah laki-laki 134 juta, hampir 
jumlah pria dan wanita yang sama menunjukkan hal itu posisi perempuan di masyarakat sama 
seperti penting sebagai pria dan juga menunjukkan itu wanita adalah salah satu kontributor di 
kemajuan negara, khususnya di bidang pekerjaan. 9 Rasio perempuan upah untuk upah lakilaki 
untuk pekerjaan yang sama hanya 0,68 atau 68% dari upah laki-laki. Nilai ini telah menurun 
dengan membandingkannya 10 tahun yang lalu dimana rasionya 0,79 atau 79%. Pertunjukan 
ini bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan negara dalam hal kesetaraan gender di 
bidang ekonomi, yang merupakan persamaan antar upah. 14 
Semua wanita memiliki hak itu secara khusus diakomodasi oleh hukum. Perempuan 
adalah kelompok yang dianggap rentan dan mendapatkan perlakuan khusus dalam hak asasi 
manusia perlindungan. Pada dasarnya perempuan mendapatkan hak perlindungan sesuai 
dengan apa adanya diatur dalam undang-undang. Prinsip dasarnya hak yang mendasari 
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perempuan adalah hak a perspektif gender dan anti diskriminasi yang artinya perempuan 
memiliki hal yang sama hak dan kedudukan sebagai laki-laki di berbagai bidang seperti 
pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, hak dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, hak 
dalam pernikahan dan kewajiban. 15 
Berkenaan dengan pekerja perempuan, Tujuan para pekerja tentu saja untuk mendapatkan 
keuntungan secara ekonomi melalui remunerasi yang layak termasuk pekerja perempuan. 
Banyak wanita pekerja yang bekerja di perkotaan dengan tinggi tingkat pendidikan atau bekerja 
di informal sektor dengan tingkat pendidikan rendah ingin meningkatkan taraf hidup keluarga 
melalui penghasilan yang baik.  
Wanita yang menerima perlakuan tidak adil di tempat kerja akan memunculkan 
pandangan bahwa wanita dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih terbatas 
daripada pria dengan status pekerjaan lebih rendah. Negara berkembang memiliki sejumlah 
wanita dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga perempuan dipaksa menjadi 
informal pekerja dengan upah lebih rendah. Selain itu, kecenderungan wanita yang bekerja di 
sektor informal tidak mendapatkan hak-hak lain itu harus diperoleh sebagai pekerja.16 
Organisasi Perburuhan Internasional (2012) menyatakan bahwa faktor yang berperan 
utama hambatan bagi kemampuan wanita untuk bertransisi pasar tenaga kerja informal hingga 
tenaga kerja formal pasar, terutama di pasar non-tradisional sektor peran rumah tangga 
perempuan dan tanggung jawab, status bawahan perempuan dalam hubungan gender, dan sikap 
patriarki terhadap partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan kehidupan komunitas.  
Perkembangan pasar tenaga kerja di Indonesia pada 2014 dan 2015 menunjukkan hal itu 
adalah masalah yang berpotensi mengancam pengembangan sumber daya manusia, yaitu 
adanya diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan, dimana banyak perempuan bekerja dengan 
upah rendah dan pengembangan karir yang lebih terbatas prospek. Ini membuat level partisipasi 
perempuan dalam angkatan kerja masih sangat rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. 
Salah satunya media di Indonesia pada tahun 2016 menyatakan hal itu pekerja perempuan di 
berbagai daerah di Indonesia masih mengalami diskriminasi di tempat kerja. Bentuk 
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diskriminasi memang bervariasi, mulai dari disparitas dalam pekerjaan hak atas pelecehan 
seksual. 17 
Melihat permasalahan yang terjadi pekerja perempuan, negara sebagai entitas yang 
memiliki kewajiban untuk menjamin implementasi persamaan dan pencegahan diskriminasi 
terhadap perempuan di dunia pekerjaan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 
untuk upah yang sama antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki yang memiliki pekerjaan 
yang sama dan produktifitas. Perlindungan ini juga memberikan perlindungan atas diskriminasi 
terhadap perempuan pekerja yang terjadi seperti yang disebutkan atas. 
II. BAHAN HUKUM DAN METODE  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka Masalah hukum dalam jurnal ini adalah:  
1. Bagaimana bentuk Diskriminasi Upah Perlindungan bagi Pekerja Wanita di Indonesia 
sesuai dengan Mandat ILO dan CEDAW Konvensi?  
2. Bagaimana mekanisme rotasinya diskriminasi upah yang di Indonesia menyediakan untuk 
Pekerja Wanita?  
Jurnal ini merupakan kajian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang 
dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan oleh menganalisis berbagai 
hukum dan peraturan di Indonesia sekaligus internasional konvensi yang terkait dengan hak-
hak perempuan pekerja, terutama tentang perlindungan dari diskriminasi upah untuk 
memahami konten filosofis di dalamnya. Untuk mendukung belajar menjadi konseptual yang 
lebih komprehensif Pendekatan yang juga digunakan yaitu mempelajari pandangan, ajaran, 
konsep dan asas hukum untuk membangun argumen hukum di memecahkan masalah yang 
diangkat.  
III. HASIL DAN PEMBAHASAN Bentuk Perlindungan Upah Diskriminasi terhadap 
Wanita di Indonesia Sesuai dengan Konvensi ILO dan CEDAW Konvensi  
Upah adalah hak utama yang dimiliki oleh setiap pekerja sebagai bentuk timbal balik dari 
kewajiban yang telah mereka lakukan. 18 Namun, sejauh ini kenaikan gaji terjadi lebih 
didasarkan pada tekanan dari pekerja, perdagangan serikat pekerja, atau LSM yang telah 
meminta upah menaikkan untuk buruh. Hubungan antara pengusaha dan pekerja perempuan 
dianggap bukan sebagai mitra yang saling menguntungkan, tapi pekerja perempuan dianggap 
sebagai alat untuk mencari banyak manfaat. Karena wanita pekerja dianggap lebih rajin dan 
mudah menerima keadaan. Pengusaha tidak disadari dengan meningkatkan peran pekerja 
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perempuan dengan menganggap mereka sebagai rekanan dalam menjalankan aktivitas 
perusahaan daripada 'mesin cetak', itu akan membuat hubungan kerja yang lebih kondusif 
antara pekerja dan pengusaha.  
Menurut Perburuhan Internasional Organisasi (ILO) masih ada celah antara upah gender 
di Indonesia dengan a perbedaan hingga 19% pada tahun 2012. Wanita berpenghasilan upah 
rata-rata 81% dari upah laki-laki, meski memiliki tingkat pendidikan yang sama dan 
pengalaman.  
Gambar1. Upah Pekerja Rata-rata 
 
Source: BPS.go.id  
Berdasarkan data yang dirilis oleh Central Badan Statistik dalam Perekonomian 2019 
Laporkan ada kesenjangan yang semakin lebar antara file upah pekerja perempuan dan lakilaki. 
Itu jumlah rata-rata upah yang diberikan kepada laki-laki pekerja lebih tinggi dari upah rata-
rata pekerja perempuan. Tercatat dalam laporan di periode 2015-Februari 2019 selisihnya di 
antara gaji keduanya tercapai Rp. 492,2 (ribu). Lebih detail rincian yang terkait dengan 
perbedaan upah adalah sebagai berikut, pada tahun 2015 tercatat selisih sebesar Rp. 269 ribu, 
lalu tahun 2016 sebesar Rp. 458,4 ribu, jumlahnya meningkat 2017 Rp. 554 ribu, dan 
peningkatan gap terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp. 560, 6 ribu. Padahal pada 2019, jarak 
jangkauan semakin melebar Rp. 618,8 ribu. 18  
Laporan BPS menyebutkan bahwa perempuan diberi upah lebih rendah karena dianggap 
tidak memberikan kontribusi sebesar laki-laki buruh. Wanita memiliki organ reproduksi 
sehingga saat haid, hamil dan persalinan mereka mungkin belum optimal di tempat kerja. Selain 
itu, posisi wanita sebagai ibu yang harus mengasuh anak mereka adalah dianggap sebagai 
kelemahan wanita yang bekerja. Masalah peluang kerja, upah, dan situasi atau posisi kerja 
adalah a tantangan bagi pekerja perempuan dalam status mereka sebagai tenaga kerja. 19 
 Tingkat partisipasi perempuan tenaga kerja di angkatan kerja cukup tinggi. Wanita 
dengan usia produktif mendominasi jumlah pekerja perempuan. Statistik Pusat Badan (BPS) 
Tercatat jumlah penduduk usia kerja di Indonesia per Februari 2020 adalah 199,4 juta. Nomor 
ini memiliki meningkat 2,92 juta pekerja saat dibandingkan Februari 2019. Tingkat Potensi 
Angkatan Kerja (TPAK) yang disurvei berdasarkan gender menunjukkan bahwa TPAK laki-
laki lebih tinggi daripada perempuan.  
Pada Februari 2020 TPAK untuk perempuan menurun 94 poin menjadi 54,06% 
dibandingkan hingga Februari 2019 sebesar 55,50%. Hasil penelitian menunjukkan 20 itu 
diskriminasi adalah bagian utama dari upah riil kesenjangan berdasarkan gender di semua titik 
distribusi upah, Ada Perbedaan Upah Antar Gender di Indonesia khususnya di bagian bawah 
distribusi upah. Fakta ini sangat menyarankan bahwa meskipun hukum Indonesia dan peraturan 
menetapkan upah yang sama dan setara peluang kerja, masih ada a kurangnya penghargaan 
atas keterampilan perempuan di pasar tenaga kerja. Untuk mencapai gender kesetaraan perlu 
ada hukum yang kuat penegakan. 21  
Prinsipnya, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi 
manusia hak untuk menghindari penyalahgunaan serta salah satu bentuknya pengakuan hak 
asasi manusia dan martabat. Perlindungan hukum mencakup semua upaya yang diberikan oleh 
penegak hukum untuk memberikan jaminan rasial keamanan dari segi psikologis, fisik dan 
berbagai ancaman dan gangguan. Hukum perlindungan juga diartikan sebagai semua hukum 
norma atau aturan yang dapat melindungi gangguan. 22  
Perlindungan bagi pekerja perempuan adalah dirumuskan melalui Pasal 76 ayat (1), (2), 
(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan 
perlakuan khusus terhadap pekerja wanita dengan jam kerja tertentu, ibu hamil pekerja, dan 
pekerja perempuan di bawah umur dari 18. Alasan mengapa pekerja perempuan diberi 
perlindungan khusus adalah karena perempuan pekerja secara alami memiliki peran penting 
dan fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu fungsi reproduksi. 23  
Selain Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bentuk 
lain dari perlindungan yang diberikan oleh hukum itu melalui Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, 
Pasal 84 dan Pasal 93, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 224 tahun 2003 yang mencakup 
aturan perlindungan terkait jam kerja di malam hari, perlindungan tentang menstruasi (wanita 
pekerja dapat mengajukan cuti haid), perlindungan untuk cuti melahirkan yang batas waktu 
ditentukan oleh hukum, ketersediaan ruang laktasi di tempat kerja, pengenalan kompetensi 
kerja yang setara dengan pekerja laki-laki, larangan memberlakukan pemecatan tanpa alasan 
bagi pekerja perempuan, hak atas kesehatan cek, biaya kehamilan dan persalinan.  
Sebagai anggota ratifikasi ILO Konvensi, Indonesia punya dua tugas sekaligus, yaitu 
menerapkan langkah-langkah aplikasi itu diawasi dan resmi secara internasional komitmen 
untuk mengimplementasikan konvensi aturan. 24 Ada empat ILO utama Konvensi yang 
melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan mempromosikan kesetaraan gender 
termasuk Konvensi Persamaan Upah 1951 (No. 100), Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan 
Jabatan), 1958 (No.111), Pekerja dengan Keluarga Konvensi Tanggung Jawab, 1981 (No. 156) 
dan Konvensi Perlindungan Kehamilan, 2000 (No.183) .25 Berikut adalah beberapa ILO acuan 
standar terhadap norma hukum yang mempengaruhi pekerja perempuan, sebagai berikut:  (a). 
Kesetaraan upah; (b) Diskriminasi dalam pekerjaan dan posisi; (c). Perlindungan kehamilan; 
(d).  
Pekerja dengan tanggung jawab keluarga; Konvensi ILO No. 100 tentang Remunerasi 
yang Setara untuk Pria dan Wanita Pekerja untuk Pekerjaan yang Bernilai Sama pada tahun 
1951 berisi pengaturan tentang upah yang sama untuk pekerjaan dari nilai yang sama di mana 
upah standar diperlukan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, mandat 
konvensi untuk menilai pekerjaan secara obyektif berdasarkan isi pekerjaan. 19 
Pada dasarnya Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat kompensasi serta adil dan 
perlakuan yang tepat dalam pekerjaan hubungan "telah meminta upah yang sama untuk semua 
pekerja (termasuk pekerja perempuan) menjadi diperlakukan secara adil yang bebas dari 
diskriminasi. Produk hukum lainnya di Indonesia yang mengatur persamaan upah tertuang 
dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. 
Terkandung dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi 
Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Ada ketentuan untuk 
sanksi bagi pengusaha yang melakukan diskriminasi upah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 
31 PP No. 8 Tahun 1981.   
Produk hukum lainnya di Indonesia yang mengatur tentang upah tenaga kerja yang 
terkandung di dalamnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Pasal 5 menyatakan bahwa, "Setiap pekerja memiliki sederajat kesempatan tanpa diskriminasi 
untuk mendapatkan bekerja. "20 Sedangkan Pasal 6 menyatakan," Setiap pekerja memiliki hak 
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untuk menerima yang setara perlakuan tanpa diskriminasi majikan. "30 Kedua pasal mengatur 
akuisisi dan perawatan pekerja yang harus bebas dari diskriminasi di mana artinya masih sangat 
luas dalam kaitannya dengan apa dikategorikan sebagai 'pengobatan' apakah itu terbatas pada 
interaksi antara pekerja atau pekerja dan pengusaha atau termasuk upah sebagai bentuk 
kompensasi kerja.  
Pasal 88 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Status 
pekerjaan: 31  
1. Setiap pekerja / buruh berhak untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan 
hidup untuk kemanusiaan.  
2. Untuk menciptakan pendapatan yang memenuhi kebutuhan hidup untuk kemanusiaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan upah itu 
melindungi pekerja / buruh.  
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja / buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) termasuk: 
a. upah minimum;  
b. upah lembur;  
c. upah bagi mereka yang tidak datang bekerja karena absen;  
d. Upah bagi yang tidak datang bekerja karena lainnya aktivitas di luar pekerjaan;  
e. Upah untuk menggunakan haknya untuk cuti kerja;  
f. Bentuk dan pembayaran gaji metode  
g. denda dan pemotongan gaji;  
h. hal-hal yang bisa dihitung dengan upah; saya. struktur upah proporsional dan skala;  
i. Upah untuk pesangon; 
j. Upah untuk pajak pendapatan perhitungan.  
Berdasarkan isi artikel di atas, pekerja (terlepas dari apakah mereka apakah laki-laki atau 
perempuan) berhak atas yang layak pendapatan untuk kemanusiaan dijamin oleh kebijakan gaji 
pemerintah. Remunerasi kategori yang dilindungi oleh pemerintah kebijakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) secara umum menyatakan bahwa anti diskriminasi tindakan 
perlindungan upah bagi perempuan pekerja yang memiliki pekerjaan yang sama dan 
produktivitas sebagai salah satu perlindungan upah kategori dalam kebijakan pemerintah, yaitu 
yang tercantum dalam huruf (i) yang menyatakan 'upah proporsional' sebagai referensi di 
penataan dan skala upah untuk pekerja. Proportional 32 sendiri mengandung arti seimbang, 
sebanding, dan sesuai dengan proporsi, dalam hal ini proporsi upah yang diterima pekerja 
dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan keseimbangan antara upah yang diterima antara 
pekerja dimana pekerjaannya memiliki yang sama nilai.  
Meski perlindungan hukum regulasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan belum menjawab semua masalah yang begitu luas dan kompleks, 
tetapi setidaknya itu selangkah lebih maju dan diharapkan memberikan perlindungan hukum 
kepada pekerja, terutama yang menyangkut pekerjaan persyaratan, kondisi kerja dan sosial 
jaminan dan perlindungan kerja lainnya yang bisa dijadikan acuan dalam penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. Itu implementasi perlindungan hukum, pemeliharaan dan 
peningkatan kesejahteraan tanggung jawab dan kewajiban negara. Manfaat perlindungan 
hukum dapat memberikan pekerja dengan rasa aman sehingga bisa lebih berkonsentrasi pada 
peningkatan motivasi dan produktivitas kerja.  
Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Against Women 
(selanjutnya disebut sebagai CEDAW) oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang 
Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 
adalah salah satu bentuk upaya perlindungan pekerja perempuan dari diskriminasi. 33 Pasal 11 
UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan menyatakan: 
"Negara pihak harus mengambil semuanya tindakan yang tepat untuk menghilangkan 
diskriminasi perempuan di bidang bekerja untuk memastikan, berdasarkan kesetaraan lakilaki 
dan perempuan, persamaan hak, khususnya: (d) Hak atas upah yang sama, termasuk manfaat, 
dan setara perlakuan dalam hal pekerjaan dengan nilai yang sama, dan persamaan perlakuan 
dalam mengevaluasi kualitas pekerjaan. 21  
Berdasarkan Pasal 11 di atas disebutkan bahwa negara pihak memiliki kewajiban untuk 
mengatur penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang bekerja untuk mendapatkan hak 
dasar yang sama dengan laki-laki. Secara khusus, file hak untuk memiliki pekerjaan sebagai 
hak asasi manusia, hak untuk kesempatan kerja yang sama, hak untuk memilih profesi atau 
bekerja dengan bebas, hak untuk menerima gaji yang sama termasuk semua manfaat, baik 
untuk pengakuan yang sama atas nilai pekerjaan, atau penilaian tentang kualitas kerja, hak atas 
jaminan sosial dan hak atas perlindungan dan keselamatan kerja. 
Konvensi CEDAW telah disediakan pekerja perempuan dengan bentuk perlindungan 
yang jelas terhadap segala bentuk diskriminasi di dunia kerja, khususnya itu tentang hak atas 
 
21  Article 11 (1) (d) Law No. 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Concerning the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women 
upah yang sama, di mana seharusnya tidak ada diskriminasi atau perbedaan antara upah pekerja 
perempuan dan laki-laki dalam hal pekerjaan yang memiliki nilai yang sama sejalan dengan 
mandat Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 dan diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan.  
Mekanisme Perlindungan Upah Diskriminasi diberikan oleh Indonesia kepada Pekerja 
Wanita Upah memainkan peran yang sangat penting dan a karakteristik hubungan 
kerja. 
Padahal, upah adalah tujuan utama seorang pekerja yang bekerja untuk orang lain atau 
hukum kesatuan. Itulah yang menjadi alasan untuk pemerintah untuk ikut serta menangani hal 
ini masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan sebagai diuraikan dalam Hukum dan 
Peraturan.22 Untuk pekerja, upah adalah sesuatu yang harus berjuang untuk. Upah adalah alasan 
utama itu pekerja berkomitmen untuk mereka majikan.  
Upah adalah hak setiap pekerja. Untuk itulah, Pemerintah mengatur berbagai regulasi 
yang memberikan perlindungan terkait pengupahan di Indonesia. Layak upah minimum 
merupakan perwujudan dari layak penghasilan dan sesuai dengan hak pekerja. Penentuan 
jumlah upah ditentukan berdasarkan perhitungan dari biaya hidup di suatu daerah. 23 Menurut 
pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah 
adalah hak bagi pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja bagi pekerja atau buruh yang ditentukan dan 
dibayar sesuai kesepakatan kerja, perjanjian, atau peraturan perundangundangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga mereka untuk bekerja dan atau layanan yang 
telah atau akan dilakukan. 
Mengutip pendapat orang Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani, ketimpangan dalam 
hak-hak pekerja perempuan dan laki-laki terjadi di Indonesia. Ketimpangan tidak hanya terjadi 
di tingkat partisipasi, tetapi juga di tingkat jumlah gaji yang diterima. Perempuan menerima 
awage terpaut 32% dibandingkan dengan laki-laki. Ketidakseimbangan terjadi karena stereotip 
yang diterima oleh wanita yang kontribusi yang dibuat oleh wanita untuk pekerjaan mereka 
tidak sebesar laki-laki. Dalam hal norma sosial, wanita dianggap hanya pelengkap. Padahal 
 
22  Suhartoyo, ‘Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional’ (2019) 2(2), 
Adminitrative Law & Governance Journal, p.4 
23  B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional, 
Cet. 2, p.15 
sebenarnya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat 
signifikan di dunia kerja. 24 
Pada tingkat normatif, upaya pemerintah menghadirkan mekanisme perlindungan bagi 
pekerja dari celah yang terjadi antar angkatan kerja melalui Pemerintah Peraturan No. 5 tahun 
1989 yang mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap perusahaan itu melanggar ketentuan 
upah minimum. Sanksi yang diatur dalam peraturan tersebut adalah dianggap tidak mampu 
memberikan yang memadai perlindungan, karena sanksi relatif ringan yaitu hanya denda Rp. 
100.000, - dan sanksi penjara selama tiga bulan. Pemberian sanksi ringan membuat regulasi 
kurang efektif dalam hal nya penerapan. Pengusaha tampaknya mengabaikan karena sanksi 
yang ringan.  
Peraturan Pemerintah diatas adalah upaya penegakan hukum atas ketentuan UMK 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum. Penyediaan denda dan sanksi pidana terhadap 
pengusaha yang melanggar ketentuan UMK merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum 
yang nyata mekanisme tenaga kerja di Indonesia, meski ada masalah sendiri terkait dengan 
rendahnya sanksi asalkan memungkinkan pengusaha yang melanggar tidak mendapatkan efek 
jera dari sanksi. 
ILO sebagai salah satu Internasional Organisasi Perburuhan yang meratifikasi beberapa 
mereka oleh Indonesia mengeluarkan Resolusi Tentang Promosi Kesetaraan Gender, Ekuitas 
Gaji dan Perlindungan Maternitas pada tahun 2004. Resolusi tersebut berisi panggilan untuk 
semua negara di dunia untuk berkontribusi menghilangkan semua bentuk diskriminasi di pasar 
tenaga kerja dan mempromosikan kesetaraan gender terutama di bidang pekerjaan, salah 
satunya adalah melalui pembuatan peraturan nasional yang memprioritaskan, salah satunya 
adalah, upah yang sama pekerja perempuan dengan pekerjaan yang sama nilainya, sebagai 
diatur dalam Pasal 1 yang menekankan:  
Panggilan kepada semua pemerintahan dan sosial mitra untuk secara aktif berkontribusi 
- dalam mereka bidang kompetensi masing-masing: (i) mengembangkan dan melaksanakan 
kebijakan nasional untuk memberikan kesempatan yang sama dan akses bagi perempuan dan 
 
24 Sri Mulyani: Upah Pekerja Wanita masih Di Bawah Pria sebesar 32%’. 
https://economy.okezone.com/read/2019/03/13/32 0/2029492/sri-mulyani-upah-pekerja-wanitamasih-32-
lebihrendah-dari-pria, accessed 29 June 2020 
laki-laki ke pendidikan, pelatihan, pengembangan karir dan pekerjaan, serta gaji yang sama 
pekerjaan yang sama nilainya.25 
Selanjutnya negara-negara anggota ILO direkomendasikan untuk memperkuat 
undangundang terkait jaminan anti diskriminasi bagi pekerja perempuan diatur dalam pasal 2 
yang berbunyi: "perkenalkan atau perkuat sesuai legislasi, program dan tindakan lainnya 
bertujuan untuk menghapus diskriminasi gender di tempat kerja. " 26Artinya pemerintah harus 
memberikan perlindungan mekanisme tidak hanya sejauh yang diuraikan dalam produk hukum 
atau undang-undang, tetapi juga dalam bentuk program atau tindakan khusus yang bertujuan 
menghapus diskriminasi gender di tempat kerja. Program atau langkah khusus ini bisa dalam 
bentuk metode pelaporan tertentu untuk pekerja wanita yang berpengalaman diskriminasi, 
lembaga pengawas diskriminasi gender di tempat kerja, sanksi bagi pengusaha yang melakukan 
diskriminasi upah pekerja perempuan, atau langkah lain itu dapat membuat perlindungan yang 
efektif bagi wanita pekerja dari diskriminasi upah di nya lingkungan kerja seperti yang dijamin 
dalam UU.  
Secara umum Perundang-undangan Indonesia terkait ketenagakerjaan telah memberikan 
perlindungan bagi pekerja perempuan terkait dengan perlindungan menerima perlakuan non-
diskriminatif, pengakuan kompetensi di dunia pekerjaan, hak yang terkait dengan alat 
reproduksi sistem seperti cuti haid, bersalin cuti dan perlindungan terkait jam kerja di malam 
hari. Secara khusus, terkait upah, hukum menetapkan bahwa perempuan dan pekerja laki-laki 
harus diberikan perhitungan gaji yang sama tanpa diskriminasi. Namun, di tingkat 
implementasi tidak semua aturan mudah diterapkan. Ketentuan pedoman antidiskriminatif 
tidak diikuti oleh mekanisme proteksi lainnya, baik di bentuk sanksi finansial, sanksi penjara 
atau program atau mekanisme pelaporan lainnya yang bisa diambil oleh pekerja perempuan 
yang merasa mereka mengalami diskriminasi upah, sehingga pengusaha dengan mudah 
mengabaikan aturan yang mana menghasilkan regulasi yang tidak berfungsi secara efektif.  
Meski sudah dijamin di berbagai hukum dan peraturan dan konvensi internasional, tetapi 
sampai sekarang tidak semua hak pekerja perempuan bisa terpenuhi, baik yang disebabkan oleh 
faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah yang rendah tingkat 
pengetahuan dan pemahaman pekerja perempuan tentang hak-hak mereka. Sana juga faktor 
eksternal, yaitu: (1) adanya budaya patriarki; (2) marginalisasi di tempat kerja; (3) keberadaan 
 
25  Article 1 (i) ILO Resolution Concerning The Promotion of Gender Equality, Pay Equity and Maternity 
Protection 2004 
26  Article 2 (b) ILO Resolution Concerning The Promotion of Gender Equality, Pay Equity and Maternity 
Protection 2004 
stereotip terhadap perempuan; dan (4) 41 kekurangan sosialisasi. Selain itu, inti dari file 
larangan diskriminasi juga tidak disusul sanksi bagi pengusaha yang melanggar aturan anti 
diskriminasi yang mana juga salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran hak pekerja 
perempuan.  
IV. KESIMPULAN DAN SARAN  
Dari penjelasan keseluruhan dan analisis yang disajikan di atas, jurnal ini menghasilkan 
beberapa kesimpulan.  
1. Indonesia telah melakukan upaya untuk melindungi pekerja perempuan dari upah 
diskriminasi pada pekerjaan yang memiliki nilai yang sama melalui tindakan legislatif 
berupa ratifikasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 80 
Tahun 1957 tentang persetujuan ILO Konvensi No. 100 Tentang Upah untuk Pria dan 
Wanita untuk Pekerjaan yang Setara Nilai, terutama yang terkandung di dalamnya Pasal 1 
huruf (b) dan Pasal 2, itu ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan dari Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan khususnya yang tertuang dalam Pasal 11 huruf (d), UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan secara khusus diatur secara umum dalam Pasal 5, Pasal 6, dan 
Pasal 88 ayat (3) huruf (i).  
2. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengandung perlindungan khusus mekanisme 
diskriminasi upah disediakan oleh Indonesia untuk wanita pekerja dalam bentuk sanksi, 
mekanisme pelaporan atau khusus pengawasan praktik diskriminatif yang belum ada baik 
diatur dalam UU Ketenagakerjaan atau ratifikasi Hukum ILO dan CEDAW Konvensi. 
Dari semua penjelasan dan kesimpulan dijelaskan di atas, jurnal ini memberikan beberapa 
saran. 
1. Pemerintah Indonesia bisa mengoptimalkan perlindungan upah diskriminasi terhadap 
pekerja perempuan dengan membangun perlindungan khusus mekanisme baik melalui 
denda (yang jumlahnya cukup dan bisa memberikan efek jera) atau kriminal sanksi bagi 
pengusaha yang melanggar diskriminasi anti-upah ketentuan terhadap pekerja perempuan 
2. Pemerintah Indonesia bisa menciptakan badan atau badan pengawas khusus yang bertugas 
mengawasi dan menjamin perlindungan perempuan pekerja, terutama perlindungan dari 
diskriminasi di dunia kerja.  
3. Seharusnya mekanisme pelaporan khusus dibuat untuk pekerja wanita yang merasa 
didiskriminasi di tempat kerja mereka, di diskriminasi khusus terhadap upah untuk 
pekerjaan yang sama nilainya. Pasti ada jaminan dan keamanan bagi pekerja perempuan 
yang tidak melakukan pelaporan diberhentikan dari tempat kerja mereka. 
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